SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan otonomi
daerah oleh perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu
dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur perangkat
daerah;

bahwa penyesuaian nomenklatur perangkat daerah guna
meningkatkan efektivitas dan kinerja dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat di bidang Riset dan Inovasi
Daerah;

bahwa wuntuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan
Inovasi Daerah, Pembentukan Nomenklatur Badan Riset dan
Inovasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah;



Mengingat

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah
Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016
Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

Menetapkan

dan

BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo

Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D)

diubah sebagai berikut:



Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, terdiri atas:

a.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, melaksanakan
fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian,
pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi

dengan tipe A;

.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan dengan tipe A;

. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan

fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan dengan tipe A;

. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan paling

banyak 3 (tiga) bidang;

. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan sub urusan bencana.

Di antara Pasal 14A dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 14B,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14B

Ketentuan mengenai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

dibaca dan dimaknai dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan

Inovasi Daerah di Peraturan Daerah ini.

Agar

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 17 Oktober 2025
BUPATI PROBOLINGGO
ttd
MOHAMMAD HARIS



Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 17 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH
ttd
UGAS IRWANTO, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690515 199003 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 2 SERI D

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 240-6/2025

Salinan sesuai dengan aslinya:

a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
S RALAABAGIAN HUKUM

Q:_fE?\K il /
* Y ADHY g YRANDRA B, S.H.

ask Tingkat I
NIP: 198i0215 201001 1 017




L.

II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan
Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, pemerintah daerah diamanatkan
untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah yang menyelenggarakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, meliputi
penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi
yang terintegrasi di daerah. Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah
dapat diintegrasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Bahwa Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia
Nomor B-810/1I/0T.00.00/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 Hal Pertimbangan
Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah
Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur menjadi dasar bagi Pemerintah
Kabupaten Probolinggo untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah yang
diintegrasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Cukup jelas.
Pasal II

Cukup jelas.



